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Dalam rangka pengawasan tahapan kampanye dari tanggal 28 November 2023 s.d 10

Februari 2024 yang akan dilaksanakan oleh Peserta Pemilu pada pemilihan umum tahun

2024, maka Bawaslu Kota Cilegon perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
A. DASAR HUKUM

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum.



B.

IMBAUAN

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan masa

Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil untuk menjaga integritas dan profesionalitas, serta wajib

menerapkan Asas, Landasan, Prinsip dan Sumpah Janji Penyelenggara Pemilu, dengan

ini Bawaslu Kota Cilegon perlu mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu

Kelurahan/Desa terkait Netralitas untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

; 7

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan

Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/jan;ji

jabatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan prinsip

mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a.

Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon,
dan/atau peserta Pemilu;

. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap

pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas

masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan

dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;

. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut

yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta
Pemilu tertentu;

tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan
pilihan politik kepada orang lain;

. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon

peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan

keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;

. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian

lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari
peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali
dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya
secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga
yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan
asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan;



j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk
meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan
pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan Pemitu;

k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga
atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;

I. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya
pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
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1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip



